



Perkembangan sektor industri di era globalisasi membawa perubahan
terhadap tata kehidupan di masyarakat yang ditandai dengan adanya proses
mekanisasi dan modernisasi. Penggunaan mesin-mesin dan peralatan akan
terus meningkat seiring dengan kebutuhan industri. Hal tersebut memberikan
dampak positif terhadap perkembangan perekonomian serta kemudahan pada
proses produksi. Selain itu, terdapat efek samping atau hal negatif yang
ditimbulkan seperti menimbulkan kecelakaan, kebakaran, peledakan dan
pencemaran lingkungan. Di samping itu, faktor lingkungan kerja yang tidak
memenuhi syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), proses kerja tidak
aman dan sistem kerja yang semakin komplek dan modern dapat menjadi
ancaman tersendiri bagi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja (Tarwaka,
2008)
Jumlah kasus kecelakaan kerja menurut data BPJS Ketenagakerjaan pada
tahun 2012 terdapat 103.074 kasus kecelakaan kerja, tercatat kasus cacat tetap
berjumlah 44 kasus dan meninggal dunia berjumlah 2.124 kasus. Tahun 2013
terdapat 103.285 kasus kecelakaan kerja, tercatat kasus cacat tetap berjumlah
44 kasus dan meninggal dunia berjumlah 2.438 kasus. Tahun 2014 terdapat
105.383 kasus kecelakaan kerja, tercatat kasus cacat fungsi berjumlah 3.618
kasus; cacat sebagian berjumlah 2.616 kasus; cacat total berjumlah 43 kasus
2dan meninggal dunia sebanyak 2.375 kasus. Sedangkan pada tahun 2015
terdapat 105.182 kasus kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggal
dunia sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja.
Untuk mencegah kecelakaan kerja maka perusahaan harus memberikan
perlindungan terhadap tenaga kerja serta melakukan upaya pencegahan
terhadap timbulnya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Hal
tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat bekerja secara aman sehingga
dapat meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja. Salah satu upaya
pencegahan terhadap kecelakaan kerja di perusahaan adalah penerapan sistem
izin kerja pada pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi. Sistem izin kerja
merupakan persyaratan awal dalam melakukan suatu pekerjaan secara aman
dengan terlebih dahulu mempertimbangkan terhadap bahaya yang timbul,
langkah-langkah pengaman yang ditentukan serta dilaksanakan sesuai dengan
urutan yang tepat. Sistem izin kerja bertujuan untuk meminimalisir
kesalahpahaman dari pemberi kerja dengan pelaksana kerja. Setiap instruksi
dan persyaratan pekerjaan ditulis dalam formulir izin kerja. Sistem izin kerja
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
PT Barata Indonesia (Persero) Gresik merupakan perusahaan yang
bergerak dibidang foundry and metal works and engineering, procurement
and construction (EPC) yang banyak terdapat faktor bahaya serta potensi
bahaya baik yang berasal dari peralatan kerja, lingkungan kerja maupun
3tenaga kerja. Maka untuk mencegah terhadap terjadinya kecelakaan kerja,
penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktifitas, perusahaan
menerapkan aturan untuk memberikan jaminan kepada tenaga kerja agar dapat
bekerja dengan aman dan selamat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh PT
Barata Indonesia (Persero) Gresik yaitu dengan menerapkan sistem izin kerja
baik kepada tenaga kerja maupun kontraktor yang melaksanakan pekerjaan
berisiko tinggi.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji
mengenai penerapan sistem izin kerja pada pekerjaan berisiko tinggi sebagai
upaya peningkatan keselamatan kerja di PT Barata Indonesia (Persero) Gresik.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan di atas maka
rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu : “Bagaimana
penerapan sistem izin kerja pada pekerjaan berisiko tinggi sebagai upaya
peningkatan keselamatan kerja di PT Barata Indonesia (Persero) Gresik?”.
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui dan
menganalisis penerapan sistem izin kerja pada pekerjaan berisiko tinggi




Diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan pertimbangan
dalam mengevaluasi penerapan sistem izin kerja pada pekerjaan berisiko
tinggi di PT Barata Indonesia (Persero) Gresik, sehingga dapat melakukan
perbaikan dan peninjauan ulang terhadap masukan yang disampaikan.
2. Program Studi D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja
Diharapkan dapat menambah kepustakaan yang bermanfaat untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualitas
pembekalan pengetahuan mengenai penerapan sistem izin kerja di PT
Barata Indonesia (Persero) Gresik.
3. Mahasiswa
Diharapkan dapat mengaplikasikan keilmuan yang didapat di
perkuliahan pada dunia kerja, menambah wawasan, pengetahuan serta
pengalaman tentang penerapan sistem izin kerja di PT Barata Indonesia
(Persero) Gresik.
